No.13/ 2 /DPbS Jakai3a Januari 2011

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Tindak Lanjut Penanganan terhadap Barkbiayaan Rakyat
Syariah dalam Status Pengawasan Khusus.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturak Baonesia Nomor
13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganahatiap Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus @dramiNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaraganfde Republik
Indonesia Nomor 5192), perlu ditetapkan peratulaksanaannya dalam Surat

Edaran Bank Indonesia yang mencakup hal-hal sebagut:

. UMUM

1. Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPRS mengakasulitan
yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bf&huit
ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dak satanjutnya
disebut BPRS DPK.

2. BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayddedaingsungan

usahanya apabila rasio Kewajiban Penyediaan Modadinhdm

(KPMM) ...



(KPMM) kurang dari 4% (empat persen) dan/a@ash Ratio (CR)

rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kuranig3@ar(tiga persen).

3. Bank Indonesia memberitahukan mengenai penetapdtSBPPK
melalui surat yang disampaikan secara langsungmdgartemuan
dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPRSemagdkutan,

atau secara tidak langsung melalui pos atau séasma

1. UPAYA PENYEHATAN SELAMA JANGKA WAKTU
PENGAWASAN KHUSUS

1. Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia t dapa
memerintahkan BPRS dan/atau pemegang saham BPR unt
melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam PagdBI3Nomor
13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penangananattah BPRS

dalam Status Pengawasan Khusus.

2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terskbatas

dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yaltaikber

3. Dalam rangka pengawasan khusus, BPRS DPK menyaampaik
rencana tindakagtion plan) yang realistis dengan mempertimbangkan
kemampuan BPRS, yang dirinci berdasarkan langkadikkh
penyehatan dan target waktu pelaksanaannya selame kvaktu
pengawasan khusus untuk mencapai target rasio KipMivig kurang
4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (ebala) terakhir
paling kurang 3% (tiga persen).

4. Dalam hal langkah penyehatan BPRS DPK dilakukargaercara
penambahan setoran modal maka dalam penyusatian plan harus
memperhitungkan potensi kerugian antara lain pemkan cadangan

PPAP yang cukup dan biaya tenaga kerja.

Selain ...



Selain memperhitungkan biaya-biaya tersebut di, atatik menjaga

kelangsungan usahanya, dalam penyusaotan plan tersebut maka

bagi:

a. BPRS DPK yang tidak dilarang melakukan penyaluranad
perlu memperhitungkan rencana penyaluran pembiayaan

selama dan setelah masa pengawasan khusus.

b. BPRS DPK yang dilarang melakukan penyaluran daméu pe
memperhitungkan rencana penyaluran pembiayaan dedelah

keluar dari pengawasan khusus.

BPRS DPK menyampaikan laporan atas pelaksaragtion plan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambiatd) hari kerja
setelahaction plan tersebut dilaksanakan. Laporan yang disampaikan

tersebut adalah setiap pelaksanaan tahagieom plan.

1. LARANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BPRS DPK

1.

Bank Indonesia menetapkan larangan penghimpunarpelayaluran
dana terhadap BPRS DPK serta memberitahukan larategaebut
kepada BPRS yang bersangkutan apabila memenubri&rgebagai
berikut:

a. Pada saat penetapan status dalam pengawasan KBRS,
memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari (@l
persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) letakhir

sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).
Contoh:

Berdasarkan penelitian terhadap laporan dan pesaankyang
dilakukan oleh Bank Indonesia diketahui bahwa teatla

permasalahan keuangan yang mempengaruhi rasio KPMM

BPRS ...



BPRS "A” sehingga pada tanggal 7 Februari 2011 BPRS
memiliki rasio KPMM negatif 1% (satu persen) dan GiRa-rata

selama 6 (enam) bulan terakhir 1% (satu persen).

Dengan kondisi tersebut, pada tanggal 7 Februatil ZBank

Indonesia:
1) menetapkan BPRS "A” dalam status pengawasan khusus;

2) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluraa dan
bagi BPRS "A”; dan

3) memberitahukan penetapan status pengawasan kharsas s
larangan penghimpunan dan penyaluran dana kepdd& BP
"A”.

Larangan tersebut diberlakukan sejak tanggal ppaeta(7

Februari 2011) sampai dengan BPRS "A” keluar d#atus

pengawasan khusus.

Selain melakukan angka 1), 2) dan 3), pada tangma sama
yaitu tanggal 7 Februari 2011 Bank Indonesia menguokan
penetapan status pengawasan khusus dan larangan
penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "A”’.aPad
tanggal yang sama tersebut BPRS "A” mengumumkamn¢gsn
penghimpunan dan penyaluran dana. Tata cara pemgamu
mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitangaen
BPRS DPK.

Pada saat penetapan status dalam pengawasan KBRS,
memiliki rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen) datau CR
rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih d&bi (satu
persen), namun selama masa pengawasan khusus amngal

penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan a



kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-ratange 6
(enam) bulan terakhir sama dengan atau kurangldar(satu

persen).
Contoh:

Pada tanggal 7 Februari 2011, BPRS "B” ditetapkaard status
pengawasan khusus dengan kondisi memiliki rasio KiP8%
(tiga persen) dan CR rata-rata selama 6 (enami beitakhir 2%

(dua persen).

Dari neraca harian BPRS "B” per tanggal 4 April 205enin)
yang diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 7l 2011
(Kamis), diketahui kondisi keuangan BPRS "B” meiagail
penurunan sehingga rasio KPMM BPRS menjadi samgahen

atau kurang dari 0% (nol persen).
Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Indonesia:

1) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluraam dan
bagi BPRS "B” sejak tanggal 8 April 2011,

2) memberitahukan penetapan larangan tersebut kef2id& B
"B” pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan

larangan.

Larangan tersebut diberlakukan sampai dengan BPRBS ”

ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.

Selain melakukan angka 1) dan 2), pada tanggal yamg yaitu
tanggal 8 April 2011 Bank Indonesia mengumumkaarigan
penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "B”.aPad
tanggal yang sama tersebut BPRS "B” mengumumkamdmn
penghimpunan dan penyaluran dana. Tata cara pemgamu

mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitangaen

BPRS ...



BPRS DPK.

2. Larangan penghimpunan dana meliputi penghimpunara dklam

bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber gamenasal dari:

a. Fresh money, yaitu setoran tunai dan/atau melalui transfer ke
rekening BPRS di bank lain, kecuali untuk angsyralahasan

pembiayaan;
b. Pemindahbukuan selain dari:
1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama

2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji penguros da

karyawan BPRS yang bersangkutan ke akun tabungan.

Termasuk penghimpunan dana yang dilarang adalaghpepunan
dana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukdalumsarana
mesin elektronik antara laiutomatic Teller Machine (ATM)/
Automatic Deposit Machine (ADM).

3. Larangan penyaluran dana meliputi penyaluran peyabma baru,
termasuk komitmen penyaluran pembiayaan yang belum
direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisambiayaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sepanjang dalamukesisasi

pembiayaan tersebut tidak terdapat penambahampbaimbiayaan.

V. JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS DAN
PERPANJANGAN

1. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan palimg 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPRK @&h Bank

Indonesia. Dalam hal berakhirnya jangka waktu peagan khusus

jatuh ...



jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batdwr gkngka waktu

pengawasan khusus adalah pada hari kerja berikutnya

Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dima&dadcangka
1 tersebut di atas dapat diperpanjang 1 (satu) deatigan jangka
waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) $ggak berakhirnya

jangka waktu status pengawasan khusus.

BPRS DPK dapat mengajukan permohonan perpanjangagka
waktu pengawasan khusus kepada Bank Indonesiagp&mbat
dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh) hamkselitetapkan

dalam status pengawasan khusus, disertai/dilacgmgan:

a. informasi mengenai pemenuhan persyaratan pengajuan
permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasasukhu

berupa:

1) Rasio KPMM telah meningkat paling kurang sebeséb 75
(tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk meraapsio
KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0%

(nol persen); dan/atau

2) CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir telah
meningkat paling kurang sebesar 75% (tujuh pulamali
persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tigasguer

dan CR lebih dari 1% (satu persen);

dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait, mysalrerupa

bukti setoran modal apabila terdapat penambahamindazetor.

b. komitmen Pemegang Saham Pengendali yang dituardgdam
surat yang menyatakan akan menambah modal disatamd
rangka meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kgra®o

(empat persen) sesuaition plan paling lambat sampai dengan

berakhirnya ...




berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang diajukkatam
hal BPRS ditetapkan dalam status pengawasan ktkasesa
rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);

c. alasan yang mendukung;

d. action plan yang telah disesuaikan dengan perpanjangan jangka

waktu pengawasan khusus yang diajukan;

e. neraca harian 1 (satu) hari kerja sebelum tanggalguan

permohonan perpanjangan.

Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Badknésia
dengan menggunakan format sebagaimana tercantunam dal

Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank

Indonesia ini.

Bagi BPRS DPK yang sumber dana setoran modalnyas#ledari
APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan gamgiktu
pengawasan khusus kepada Bank Indonesia palingatadalam batas
waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak ditetapkimlam status

pengawasan khusus disertai/dilampiri dengan:

a. informasi mengenai pelaksanaaation plan sejak ditetapkan
dalam status pengawasan khusus sampai dengan yemgaj

perpanjangan;

b. komitmen pemegang saham (gubernur/walikota/bupging
dituangkan dalam surat yang menyatakan akan mermambdal
disetor dalam rangka meningkatkan rasio KPMM marpating
kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selarfendm)
bulan terakhir menjadi paling kurang 3% (tiga pejssesuai
action plan paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka

waktu perpanjangan yang diajukan;

c. alasan ...



c. alasan yang mendukung;

d. action plan yang telah disesuaikan dengan perpanjangan jangka

waktu pengawasan khusus yang diajukan;

e. neraca harian 1 (satu) hari kerja sebelum tanggalguan

permohonan perpanjangan.

Surat permohonan disampaikan kepada Bank Indondsiagan
menggunakan format sebagaimana tercantum ddlampiran 2

yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank lad@nini.

Dalam hal jangka waktu perpanjangan yang diberkemda BPRS
DPK lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktgydiajukan
maka BPRS DPK menyesuaikan komitmen pemegang sah&uk
menambah modal disetor dalaamtion plan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dengan jangka waktu perpanjangan didegkan.

Perpanjangan berlaku sejak berakhirnya jangka waktugawasan
khusus.

Contoh:

BPRS "C” ditetapkan dalam status pengawasan kihpasta tanggal 6
Juni 2011. Dengan demikian jangka waktu pengawkkasus BPRS
"C” paling lama sampai dengan tanggal 2 Desembéd 2@pabila
BPRS "C” memenuhi syarat dan bermaksud mengajukan
perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus makaolpenan
perpanjangan tersebut disampaikan kepada Bank dsdorpaling
lambat 150 (seratus limapuluh) hari sejak BPRSdiiétapkan dalam

pengawasan khusus, yaitu tanggal 3 November 2011.

Apabila permohonan disetujui, maka jangka waktupaejangan
pengawasan khusus akan diberikan paling lama J8@at(s delapan
puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2011.

6. Apabila ...
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Apabila dalam jangka waktu pengawasan khusus pargegaham
melakukan setoran modal sehingga BPRS DPK memekritbria
untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus yasio KPMM
menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CRredtaselama 6
(enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3%a(tgersen), tetapi
proses penelitian atas kelengkapan dan kebenaramnarsemodal
tersebut yang dilakukan oleh Bank Indonesia melampangka
waktu/batas akhir pengawasan khusus maka BPRS [2RkKnhldapat
dikeluarkan dari status pengawasan khusus, darBsgs DPK yang
dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran daraka
larangan tersebut tetap berlaku. Setelah prose<lijpam atas
kelengkapan dan kebenaran setoran modal selea&ukidn, apabila
sumber setoran modal dan pemegang saham yang retakatoran

modal:

a. memenuhi ketentuan maka BPRS DPK dikeluarkan datus

DPK dan larangan penghimpunan dan penyaluran daabud,

b. tidak memenuhi ketentuan maka BPRS DPK akan ddterikan
kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan kegutus

menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.
Contoh:

Jangka waktu pengawasan khusus BPRS "D” paling laarapai
dengan tanggal 21 Februari 2011. Pada tanggal bdu&e 2011,
pemegang saham BPRS "D” melakukan tambahan setwodal yang
menurut perhitungan mengakibatkan rasio KPMM BPRSdan CR

rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadnenehi kriteria
untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus yasio KPMM

menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CRredtaselama 6

(enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3%a(fogrsen). Proses
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penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoatalntersebut

memerlukan waktu sampai dengan tanggal 24 Fel204afi.

Selama proses penelitian terhadap kelengkapanat@nkran setoran
modal BPRS "D” yang dilakukan oleh Bank Indonesianpai dengan
tanggal 24 Februari 2011, BPRS "D” belum dapat ldikkkan dari
status pengawasan khusus. Apabila BPRS "D” terselilarang
melakukan penghimpunan dan penyaluran dana malangan
dimaksud tetap berlaku sampai dengan BPRS "D” ddwdan dari

status pengawasan khusus.

V. PENAMBAHAN DAN PENCAIRAN SETORAN MODAL PADA
ESCROW ACCOUNT

1. Penambahan modal BPRS DPK oleh pemegang sahammangzun

pemegang saham baru ditempatkan dadsarow account.

2. Pengertian penambahan modal dalam beesakow account adalah
dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentpksde pada
Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah domesia atas
nama “"Dewan Gubernur Bank Indonesia .. BPRS yang
bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan “Pamoga
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetugrdnlis dari

Dewan Gubernur Bank Indonesia”.

3. Penambahan modal tersebut di atas disertai pearyd@i pemegang
saham/calon pemegang saham yang melakukan setodal bahwa
dana setoran modal tersebut tidak berasal damupe atau fasilitas
pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atak pain dan

tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

4. Terhadap ...
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Terhadap penambahan modal BPRS, Bank Indonesiakukela
penelitian untuk memastikan bahwa penambahan ntexdbut telah

memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Dalam rangka penelitian, Bank Indonesia melakukamegriksaan
terhadap sumber setoran modal serta melakukan spféiseand
Proper Test berupa penilaian administratif dan/atau wawancara
terhadap pemegang saham/calon pemegang sahamfzatoegang
saham pengendali yang melakukan setoran modal isesumgan

ketentuan yang berlaku.
Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesiatditui bahwa:

a. setoran tambahan modal BPRS tidak memenuhi ketentua
permodalan yang berlaku maka tambahan modal datsrdana
Setoran Modal tidak dapat diperhitungkan dalam kamep
KPMM.

b. setoran tambahan modal BPRS memenuhi ketentuarodalam
yang berlaku maka tambahan modal dalam pos Dar@aBet
Modal diperhitungkan dalam komponen KPMM. Apabila
penambahan modal tersebut meningkatkan rasio KPEIMGR
sehingga memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dengawasan
khusus maka BPRS DPK dikeluarkan dari pengawasasuish
tanpa menunggu penyelesaian proses hukum, yaigegrgang
dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sé&stemntuan
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peemb

modal.

Bank Indonesia memberitahukan kepada BPRS DPK meandeasil
penelitian atas setoran modal sebagaimana dimgkadd angka 4.
Dalam hal tambahan modal BPRS memenuhi ketentuanggalan

yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 4 burmaka

BPRS ...
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BPRS DPK segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).

Dalam masa status pengawasan khusus, BPRS DPK dapat
mengajukan permohonan pencairan dana atas setoodal rgang
ditempatkan padaescrow account sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 kepada Bank Indonesia dengan menggunakanatfo
sebagaimana tercantum daldmampiran 3 yang tidak terpisahkan

dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Dalam rangka memproses permohonan pencairan derarsenodal
BPRS DPK, apabila dipandang perlu Bank Indonesmatdeeminta
BPRS DPK yang setoran tambahan modalnya sesuaaddsegentuan
yang berlaku untuk menyampaikan risalah RUPS mexngen

penambahan setoran modal terkait.

Bank Indonesia memberikan persetujuan atas pernashpancairan
dana setoran modal BPRS DPK pagkrow account baik dana
setoran modal yang memenuhi maupun tidak memenet@ntuan
permodalan yang berlaku. Bagi BPRS DPK yang diminta
menyampaikan risalah RUPS sebagaimana dimaksud aagia 7,
persetujuan atas permohonan pencairan dana seto@al diberikan
setelah BPRS DPK tersebut menyampaikan risalah RUPS

VI. PEMBERITAHUAN KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(LPS) DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

1.

Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengdnRiSByang
ditetapkan dalam status pengawasan khusus, perkeganbdkondisi
BPRS DPK, BPRS yang dikeluarkan dari status pengaw&husus,
BPRS DPK yang tidak dapat disehatkan dan pencabmtarusaha
BPRS DPK yang tidak diselamatkan.

2. Selama ...
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Selama jangka waktu BPRS dalam status pengawasasukh
termasuk perpanjangan jangka waktu pengawasan shapgabila
diberikan perpanjangan jangka waktu, berdasarkarigwn/evaluasi
yang dilakukan terhadap kondisi BPRS DPK, Bank hebia
sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS @sninta LPS
untuk memberikan  keputusan menyelamatkan atau tidak

menyelamatkan, bagi BPRS yang memenuhi kriteriagatberikut:

a. Bagi BPRS yang pada saat masuk pengawasan khusoidikine
rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen) dan/atau GRa+rata
selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (getsen) dan
dalam masa pengawasan khusus memenuhi kriteriagaeba
berikut:

1) Rasio KPMM BPRS menurun menjadi sama dengan atau
kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-eltans 6
(enam) bulan terakhir menurun menjadi sama dengan a

kurang 1% (satu persen); dan

2) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPRS tidakpoa
meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sabes
4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (emaar)
terakhir menjadi paling kurang sebesar 3% (tigager.

Contoh

Pada saat BPRS "E” ditetapkan dalam status pengawdmsisus
tanggal 7 Maret 2011, rasio KPMM BPRS sebesar 3¢%a (t
persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulakhtessebesar
2% (dua persen). Berdasarkan evaluasi terhadapalap@ng

disampaikan BPRS "E” sampai dengan tanggal 2 Meil20

diketahui ...
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diketahui bahwa sejak BPRS "E” ditetapkan dalamtusta
pengawasan khusus kondisi BPRS "E” terus membuwebingga
rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) butaakhir
menjadi negatif dengan kecenderungan negatif yamyakin
membesar. Berdasarkan kondisi tersebut, BPRS "iladtidak
mampu merealisasikaraction plan dan pengurus maupun
pemegang saham BPRS tidak mampu memperbaiki kondisi
BPRS.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Bankn&sia
dapat memberitahukan kepada LPS mengenai kondREBE”
yang tidak dapat disehatkan tersebut dan memin@ Wwruk
memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak

menyelamatkan.

Bagi BPRS yang pada saat masuk dalam pengawasauskhu
memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari (%l
persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) betakhir
sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen) darenuhi

kriteria sebagai berikut:

1) BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi
lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-ralanse 6

(enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persdaiy

2) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPRS tidakpoa
meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sabes
4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (emaar)

terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).
Contoh

Pada saat BPRS "F” ditetapkan dalam status pengamkdsisus
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tanggal 7 Maret 2011, rasio KPMM BPRS sebesar ife2@to

(dua puluh persen) dan CR rata-rata selama 6 (etamahn
terakhir sebesar negatif 2% (dua persen). Berdasagkaluasi
terhadap laporan yang disampaikan BPRS "F” sejalRBP
ditetapkan dalam status pengawasan khusus sampagiarde
laporan tanggal 2 Mei 2011 diketahui rasio KPMM R rata-

rata selama 6 (enam) bulan terakhir tetap negaiif tidak
menunjukkan adanya perbaikan. Berdasarkan konglisebut,
BPRS "F” dinilai tidak mampu merealisasikantion plan dan
pengurus maupun pemegang saham BPRS tidak mampu

memperbaiki kondisi BPRS.

Dengan mempertimbangkan kondisi BPRS "F” tersebakan
Bank Indonesia dapat memberitahukan kepada LP$ndaminta
LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atak t

menyelamatkan.

Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan maemi$ untuk
memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak rangéan

bagi BPRS DPK yang pada saat berakhirnya masa pasga khusus
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kudang3% (tiga

persen).
Contoh

BPRS "G” ditetapkan dalam status pengawasan khtesuggal 11
April 2011 dengan rasio KPMM sebesar 1% (satu mgrsan CR
rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesard2fd persen).

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan klyagu tanggal

12 September ...
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12 September 2011 dan tidak ada perpanjangan jamngkdu
pengawasan khusus, diketahui rasio KPMM dan CRredtaselama 6
(enam) bulan terakhir BPRS "G” tidak memenuhi kigteuntuk dapat
dikeluarkan dari status pengawasan khusus yaito Ki3MM kurang
dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata seta(enam) bulan

terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

Dengan kondisi BPRS "G” tersebut di atas maka Bardonesia
memberitahukan dan meminta LPS untuk memutuskan

menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS "G”.

4. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan @kmyatan
terhadap BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 3, daank
Indonesia mencabut izin usaha BPRS yang bersangksgtelah
memperoleh pemberitahuan dari LPS mengenai keputetawa LPS
tidak menyelamatkan BPRS DPK tersebut.

5. Penyelesaian lebih lanjut terhadap BPRS yang didabuusahanya
oleh Bank Indonesia dilakukan oleh LPS sesuai dergdentuan

yang berlaku.

6. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutan ugaha
BPRS kepada masyarakat. Tata cara pengumuman nempgaa
BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitan Dengan BPRS DPK.

VII. PENGUMUMAN YANG BERKAITAN DENGAN BPRS DPK

1. Pengumuman yang berkaitan dengan BPRS DPK dilakakhagai
berikut:

a. Pengumuman penetapan status BPRS DPK dilakukarBalek
Indonesia pada tanggal yang sama dengan tanggatapam

status pengawasan khusus.
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Contoh:

Pada tanggal 6 Mei 2011, BPRS "H” ditetapkan daktaius
pengawasan khusus. Pengumuman penetapan statusvasag
khusus BPRS "H” dilakukan oleh Bank Indonesia ptataygal
yang sama Yyaitu tanggal 6 Mei 2011.

Pengumuman larangan penghimpunan dan penyaluranbdan

BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksulainda

Bab Ill angka 1 dilakukan oleh Bank Indonesia d&RB yang

bersangkutan pada tanggal yang sama dengan tgrggathpan

larangan.

Contoh:

1)

Pada tanggal 10 Maret 2011, BPRS "I” ditetapkaramal
status pengawasan khusus dengan kondisi memikkd ra
KPMM negatif 1% (satu persen) dan CR rata-ratansel@

(enam) bulan terakhir 1% (satu persen).

Dengan kondisi tersebut maka pada tanggal 10 N2éxket

Bank Indonesia:

a) menetapkan status pengawasan khusus terhadap
BPRS "I,

b) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran
dana bagi BPRS "I,

c) memberitahukan penetapan status pengawasan khusus
serta larangan penghimpunan dan penyaluran dana
kepada BPRS "I, dan

d) mengumumkan ...
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d) mengumumkan penetapan status pengawasan khusus
BPRS "I” dan larangan penghimpunan dan
penyaluran dana bagi BPRS "I”.

BPRS "I” mengumumkan larangan tersebut kepada
masyarakat di seluruh kantor BPRS (KP/KC/Kantor)Kas
pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapagaar
yaitu tanggal 10 Maret 2011 dengan menggunakandiorm
sebagaimana tercantum daldbpampiran 4 yang tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2) Pada tanggal 13 Juni 2011, BPRS "J” ditetapkanndala
status pengawasan khusus dengan kondisi memikho ra
KPMM 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama @&gn

bulan terakhir 2% (dua persen).

Dari neraca harian BPRS tanggal 5 Agustus 2011 gfuyang
diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 8 Agus03l
(Senin), diketahui kondisi keuangan BPRS "J” meagnmal
penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan a

kurang dari 0% (nol persen).

Berdasarkan kondisi tersebut, pada tanggal 9 AguiXit1 Bank
Indonesia:

a) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluraa dan
bagi BPRS "J”, dan

b) mengumumkan larangan tersebut.

BPRS "J” mengumumkan larangan tersebut kepada mesta

di seluruh kantor BPRS (KP/KC/Kantor Kas) pada tmigang

sama dengan tanggal penetapan larangan yaitu tehdggastus

2011 dengan menggunakan format sebagaimana temcantu

dalam ...
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dalam Lampiran 4 yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Bank Indonesia ini.

c. Pengumuman penetapan BPRS yang dikeluarkan dartissta
pengawasan khusus dilakukan oleh Bank Indonesia faajgal
yang sama dengan tanggal penetapan disertai dpegaabutan
larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BFRS
yang sebelumnya dilarang melakukan penghimpunan dan

penyaluran dana.
Contoh

Pada tanggal 15 Agustus 2011, BPRS "K” ditetapkah &ank
Indonesia untuk dikeluarkan dari status pengawddarsus.
Pengumuman BPRS "K” dikeluarkan dari status pengawa
khusus dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggad) ysama

yaitu tanggal 15 Agustus 2011.

Dalam pengumuman tersebut disertai pula pengumuman
pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluranageabila
BPRS "K” sebelumnya dikenakan larangan penghimpueam

penyaluran dana.

d. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutansaha
BPRS kepada masyarakat.

Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman dirkBRBS
yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.dlal dianggap
perlu, selain pengumuman di kantor BPRS, dapat pllkkukan
pengumuman pada kantor kelurahan/kecamatan tengzhidkkan
BPRS yang bersangkutan dan/atau melalui media msetgampat
antara lain media cetak dan/atau media elektronik.

VIII. PELAPORAN ...
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VIIl. PELAPORAN

1.

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap perkegaba
kondisi BPRS DPK dan upaya-upaya penyehatan yaladudtian,
BPRS DPK menyampaikan kepada Bank Indonesia:

a. neraca harian secara mingguan yang disampaikanhaadkerja

pertama minggu berikutnya.

b. pelaksanaaraction plan yang disampaikan paling lambat 5
(lima) hari kerja setelahction plan dilaksanakan. Laporan yang
disampaikan tersebut adalah setiap pelaksanaapatabetion

plan.
Contoh

Pada tanggal 15 Maret 2011 (Selasa), BPRS "L” ajilein dalam
status pengawasan khusus. BPRS "L” menyampaikaacadnarian
tanggal 16,17 dan 18 Maret 2011 (Rabu, Kamis dan'aly pada
tanggal 21 Maret 2011 (Senin).

Pada tanggal 5 April 2011 (Selasa), BPRS "L” mekaku
penambahan setoran modal sesuai deragdon plan. Sehubungan
dengan hal tersebut, BPRS "L” menyampaikan lapomas
pelaksanaamction plan disertai bukti-bukti pendukung kepada Bank
Indonesia paling lambat tanggal 12 April 2011 (Sa)ayaitu 5 (lima)

hari kerja setelahction plan dilaksanakan.

Bagi BPRS DPK yang jangka waktu pengawasan khususian
berakhir kurang dari 5 (lima) hari kerja, penyanmapaiaporan neraca
harian dan pelaksanaaaction plan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 paling lambat pada tanggal berakhirnya rpasgawasan

khusus.



22

Contoh

Jangka waktu pengawasan khusus BPRS "M” paling lasrakhir
pada tanggal 9 Mei 2011.

Pada tanggal 6 Mei 2011 BPRS "M” melakukan penambaletoran
modal sesuaiaction plan, maka laporan pelaksanaagction plan
berupa penambahan modal dimaksud disampaikan pddindpat
tanggal 9 Mei 2011.

Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap lapla@oran yang
disampaikan oleh BPRS DPK. Dalam rangka melakukaaluasi
tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksggada BPRS
DPK.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1.

Tindak lanjut penanganan terhadap BPRS yang téletapkan dalam
status pengawasan khusus berdasarkan Peraturan IBdokesia
Nomor 7/34/PBI1/2005 tentang Tindak Lanjut Penangatexhadap
Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasasushdilakukan
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/BBl tentang
Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiay&agaR&yariah

dalam Status Pengawasan Khusus.

Jangka waktu pengawasan khusus BPRS yang teldhpditéen dalam
status pengawasan khusus berdasarkan Peraturan IBdokesia
Nomor 7/34/PBI1/2005 tentang Tindak Lanjut Penangatexhadap
Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasansushu
diperhitungkan dalam jangka waktu pengawasan khssbiggaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/B2PR1 tentang

Tindak ...
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Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank PembiaykyaR&yariah

dalam Status Pengawasan Khusus.
Contoh

BPRS "N” ditetapkan dalam status pengawasan khsejak tanggal
5 Januari 2011. Dengan dikeluarkannya Peraturark Badonesia
Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penangatexhadap
Bank Pembiayan Rakyat Syariah dalam Status Pengawsisusus
yang mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 201dgkm waktu
pengawasan khusus BPRS ”"N” paling lama 180 (serdalapan
puluh) hari dihitung sejak 5 Januari 2011 yaituingallama sampai
dengan 3 Juli 2011. Mengingat tanggal 3 Juli 204ty pada hari
Minggu maka batas waktu pengawasan khusus adalaig gama
sampai dengan hari kerja berikutnya, yaitu hariirs¢ésnggal 4 Juli
2011.

Larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi B&&&n
pengawasan khusus yang ditetapkan sebelum berlakBeyaturan
Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindaknjut
Penanganan terhadap Bank Pembiayan Rakyat Syaalam dtatus
Pengawasan Khusus, tetap berlaku sampai dengan BREIR& dari

status pengawasan khusus.
Contoh

BPRS "O” ditetapkan dalam status pengawasan khssjag tanggal
12 Desember 2011 dan sejak tanggal tersebut BPRSlil®@nakan
larangan menghimpun dan menyalurkan dana. Dengaiudrkannya
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentdindak
Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayan RakyataBydalam
Status Pengawasan Khusus yang mulai berlaku sejaggal 24
Januari 2011, apabila BPRS "O” masih dalam statisgawasan

khusus ...
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khusus maka larangan tersebut tetap berlaku sadgrmgjan BPRS

"O” ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus

X. ALAMAT KORESPONDENSI

Surat menyurat BPRS yang disampaikan kepada Bad&nésia yang
berkaitan dengan status pengawasan khusus ditujkkaadamat sebagai
berikut:

1. Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariaddan] M.H.
Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BPRS yang bera¢hkedudukan
di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupkmmamadya

Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Propinsi Banten

2. Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempadi BPRS
yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimamaakisud pada
angka 1 di atas.

X1. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia iniambérlaku pada

tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank IndonesiaSuiat Edaran Bank
Indonesia Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 November Z@hal Tindak Lanjut
Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat daltos¥engawasan Khusus

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Aqgar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yseaman Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannyamdd&arita Negara

Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

DPbS



